
I SALINAN I

BUPATIMAJALENGKA.
PROVINSI JAWA BARA7:

PERATURANBUPATI KABUPATENMAJALENGKA•
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN.. .. :.. "" .

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH
KABUPATENMAJALENGKATAHUNANGGARAN2021

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang
"Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah ~abupaten Majalengka Tahun Anggaran

2021, perlu. membelltuk Peraturan Bupati ten tang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun Anggaran ~021.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan I?ropinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Suqang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-
~

Daerap. Dalam Ling~ngan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan. Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 ten tang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tah~n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Penge101aan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana te1ah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang 3



- 3 -

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
. .. .
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemenntahan Baerah (Lembaran Negara RepubHk
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara RepubHk IndonesIa (757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repub1ik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5601)
sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor
6573);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahliil 2020 feilfang KelJijaKan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
tinfuK Penanganan Panoemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)dan/ atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan PerekonbrrtiartNasibrtal
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lerrtbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Feraturan Gaji ~egawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kede1apan Be1as Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tenblilg Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
IIlcl0.IlesiaT@un 2019 Nomor 43);

12. Peraturan Pemerintah 4
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Penge101aan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja-Instansi Pemerintah
I

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah 5
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tahun

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang 6
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tentang Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014, Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 64 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 6178);

26. Peraturan Pemerintah 7
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 ten tang

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);

32. Peraturan Menteri 8
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32. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 64 Tahun 2013

ten tang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

33. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 78 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1777);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

37. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

38. Peaturan Menteri 9
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha
Mikro, Keeil dan Menengah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009
Nomor 5);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dana Cadangan
Investasi Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 5);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kapupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan
Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 Nomor 4);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Reneana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2019 Nomor 1);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021
Nomor 7);

45. Peraturan daerah 10
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7

Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021 Nomor 7);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5

Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2022 Nomor 5);

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021

Pasall

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

(1) Pendapatan
a. Pendapaian Asli Daefali
b. Pendapatan Transfer

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

(2)Belanja
a. ~~lClIlj~ Qp.~r?:~.~
a) Be1anja Pegawai

b) B.elanja B.arang

c) Belanja Bunga

d) B.elanja Su~~idj

e) Be1anja Hibah

f) B.elanja B.antuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

Rp466. 788.495.605,11

Rp2.451.683.852. 964 ,00

Rp152.011.604.591,00

Rp3.070.483. 953.160,11

Rp1.195.391.829.485,00

:RP719.169.98.8.874,00

RpO,OO

RpO,O()

Rp45.940.749.429,00

Rp6.287.800.000,00

Rp1.957.781.367.788,00

b. Belanja 11
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b. Belanja Modal

a) Belanja Tanah

b) Belanja Peralatan dan Mesin

c) Belanja Jalan, lrigasi, dan

Jaringan

d) Belanja Aset Tetap Lainnya

e) Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga

d. Belanja Tfansfer

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Selisih Lebih Perhitungan
Anggaran

Pasal 2

Rp3.160.673.641,00

Rp100.872.539.495,00

Rp207. 768.693. 910,00

Rp258.339.704.166,00

Rp20.583.483.613,00

RpO,OO

Rp590.725.094.825,00

29.168.231.234,00

Rp528.224.841.432,00

Rp3.105.899.535.279,00

(Rp35.415.582.118,89)

Rpl15.918.131.211,26

Rp6.000.000.000,00

Rp109.918.131.211,26

Rp74.502.549.092,37

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantu~ dalam Lampiran I, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Inl.

Pasal4 12
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Pasal4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 20 September 2022

BUPATIMAJALENGKA

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka

pada tanggal20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003
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